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NOMOR 1 061.1/105/1982
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT KOTA
AD§1§ISTRATIP PURWOKERTO

GUBERNUR KEZPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Keputusan Gubernur Xepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tang
galld Desember 1982 Nomor 061.1/ 104 /1982 tentang Pols
Organisaai Pemerintah Kota Administratip Purwokerto.

bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasail
guna, khususnya yang menyangkut pengembangan kehidupan ma -
syarakat kota Purwokerto, maka perlu menetapkan Sugunan Or-
ganisasi dan Tatakerja Sekretariat Kota Adminigtratip PurwQ
kerto dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Ja-
wa Tengahe.

1« Undang-undang Nomox 5 Tahun 1071 % v Pokalkepokok Pe~

merintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 10 Tehur 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Jawa Tengah 3

3« Peraturan FPemerintah Nomor 36 Tahun 1982 tentang Pemben—
tukan Kota Administratip Purwokerto H

4+ Keputusean Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengal
Nomor 061+1/95/1982 tentang Pola Organisasi Pemerintah —
Daerah dan Wilayah Tingkat II se Jawa Tengah ;.

5« Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengab

Homor 061 .1/104/1962tentang Pola Organisasi Pemerintah
Xota Administratip Purwokerto.
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\ BAB 1
KETENTUAN UMUM
Popal 1

polem koputusen ini yang dimeksud dengen ;
6. Pomorintoh Deereh adeleh Pemerinteh Kebupsten paerald
Tinzkat 1T Banyumas j
b, Bupetli Kepele Daerah edelsh Bupetl Kepala Deerah Ting
kot 11 Banyumes ;

¢, Pemorintah Kots Administretip adeleh Pemerinteh Kot®
Adminletratip Purwokerto ;

d, Welikota adalah Welikote Kote Administratip PurwokeZ
to 3 '

0. Sekreteriet Kote Administretip adelah Sekretariat Ke
ta Administretip Purwokerto ;

£, Sekreteris Kota Administretip sdaleh Sekretaris Kot8
Adminletratip Purwokerto ;

/)

&+ Perangkat Kota Administratip sdaleh perangket yang
menyelenggeraekan tuges, wewensang den tanggung jawab

Pemerintah ¥ota Administratip Pyrwokerto ;

ﬁ?ﬁ h, Wilayah Kofa Administretip sdalah lingkungen kerJj@

: perangket Pemerinteh ysng menyelengzarsksn pelakesang
an tugas pemerintenen wiss ¢i sove saministratip PUE
wokertn,

\ BAB 1II

KEDUDUKAN, TUGAS DA FUNGST
| Pagal 2
(1) Sekretariat Kote Administratip adelah unsur stef yang
beranda dibawah dan bertanggung jewab kepada Welikote
delem rangka pelaksanaan serta penyelenggeraan segalad

urusgan pemerintehan, pembangunan den pembinean masyeé-
rakat di Wilayeh Kota Administretip.

(2) Sekretariat .....
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Sekretariat Kota Adminictratip dipimpin oleh seorang Seq
kretaris Kota Administratip.

Pasal 3
Sekretariat Kota Administratip mempunyai tugas ;

membantu Walikota delam meleksanskan tugas untuk unenye e
lenggarakon pemerintahan, pembangunan dan pembinaen ma
syargkat diwilasyshnya ;

melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi dan teta
laksana serts memberikan pelaysnan teknis administratip-
kepada seluruh perangkat Pemerintah Kota Administrat;p 3

melaksanakan tugas lain &ang diberikan nleh Waliknta.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3 Ke

pubusan ini, Sekretariat Kota Administratip mempunyai
fungsi : ’

melakukan koordinasi terhadap segesla kegiatan yang dila'
kukan oleh Perangkat Kota dalam rangka penyelenggaraan
administrasi pemerintahan yang terpadu ;

3

melakukan pembinean penyelenggeraan pemerintahan dalam -
arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan pro ¢
gam dan petunjuk serta memonitor Perkembangan penyeleng'

garaan pemerintahan dan kependudukan diwilayah Kota Admd
tratip ; 3

melakukan pewbinaan usashe-ussha perekonmrmian dan penye w
lenggaraan pembangunan dslam soi: M bgiagaikan dan menga

nalisa data, merumuskan program dan petunjuk serta memew

nitor perkembengan usaha-useha perskonomian dan pembangyn
an ; ol

melakukan pembinaan penyelenggaraan kesejshteraan rakyat
Ssecara administratip dalam arti méngumpulkan dan mengana
lisa data, merumuskan prngram dan petunjuk-petunjuk serta

berkembangan Penyelenggaraan pembinaan kesejshteraan rak
yat ; i

€e Mmelaksanakan ...
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melaksan-kan peubinaan administrasi umum dalam arti membi
na arusan sata ussha yang menyangkut urusan surai-menyu <
ras, perlengkapan, hubungan masyarakat dan rumah tangga -
teymasul pembimazn hikum, Orgenisasi dan Tatalakssna sere
ta kepegawaian ;

melckukan DeErbdinaan administrasi keuangan dglam arti memw
persispkan rencana dan pembangunan anggaran belanja Peme-
rintah Kota, mengelola data pembukuan dan perbendszheraan
serta merencanakan dan merumuskan petunjuk-petunjuk ten =
tang peningx<atan sumber-sumber pendapatan Pemerintah Kota
Administravip-

BAB III
ORGANISASTI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

' . Pesal 5
Sckretariat Kota Administratip terdiri dari :
a, Sub Bagian Pemerintshan ;
Lo Sub Bagian Pembangunan dan Perekonomian ;
. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
. Sub Bagian Administrasi Umum ;.
« Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian j;
< Sub Bagian Kequgan.

(=)l e)

y (D

Sub Bagiar-Sub Bagian tersebut pada ayat (1) pasal ini,
nasing--masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang veradga dibcoial €0 bBertaszgans vwabd kepada Sekre—
taris Hcta Aduinistratip.
Bagian Xedua
Sub Bagian Pemerintzhan
5 Pasal 6
Sub Eogian Pemerintshan mempunysi tugas melakukan

pembinaan atas penyelenggsraan pemerintahan umum dan pe
werintshzn kelurahan, mengkoordinasikan pelaksanaan pe-
mexintanan dengsn i 3tansi-instansi lainnya serta pemi-
1iban vaiim,

Paﬂal ? LS BB W
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Pasal 7
Untuk menyelenggarakan tugos tersebut pada pasal 6 Kepu

tusan ini, Sub Bggien Pemerintahan mempunyai fungsi :

O

b.

Ce

de

€.

f.

h,

i.

ke

mengumpulkan, mensistimatisasdkan den menganalisa data di
bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;

mempersiepkan penyusunan program penyelenggmraan pemerin=-
tahan, ketentraman dan ketertiban ;

mempersiapkan pengusulan penempatan Camat-camat dan peja=
bat-pejabat lainnya di wilayah Kota Administratip ;

mempersiapkan pengangkatan, pemberhentian Lurah dan atau
pejabat-pejabat lainnya di Tingkat Kelurahan ;

mempersiapkan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan
Pemilihan Umnum ;

mempersiapkan bqhan-bahan kegiatan dalem rangka usaha un-
tuk memantapken koordinasi pelaksanaan pemerintohan dengan
Instansi-instansi lainnyaj;

melakukan penyelenggaraan dan pembinaan administrasi ke -
pendudukan ; s

mempersiapkan bahen-bshan pembinaan dalam rangka pelaksa-

naan transmigrasi dan ketemaga kerjaan ;

melaksanakan pembinaan administrasi Kecamatan dan Kelurah

an ; X -

mempersiapkan beshan-bahan dalam rangka pembinaan pertum =

buhan dan pengendalian pertumbuhan penduduk ;

melakukan kegiatan dalam rangke pelaksanzan tugaes dibidang
catatan sipil,

Bagian Ketiga
Sub Bagian Pembangunan dan Perekonomian

Pasal 8

Sub Bagian Pembangunan dan Perekonomian mempunyai tu
gas untuk melakukan pembinaan terhadap pelakssnaan pembafgun
an dan useha serta kegiatan perekonnsmian.,

Pasal 9
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimena tersebut pa
da pasal 8 Keputusan ini, Sub Bagian Pembangunan dan Pere
konomian mempunyai fungsi :

8o mengumpulkan esesessenne
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mengumpulken, mensistimstisesikan dan mengenalisa eerta mem
persiapkan bahan-bahan kegiatan dalam rangka laporan pem =
bangunan ;

mempersiapkan pedoman dan memberi petunjuk care pelaksanaall
pembangunan yeng dibiayai oleh Anggeran Pendapatan dan Be -
lanja Deerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dan dana~dana
pembangunan lsinnya dari Pusat ;

melakukan koordinasi perencanaaen pembangunan, pengendalian
den evaluagi pelaksanean rencaha pembangunan ;

mengumpulkan, mensistimatisasiken dan mengenalisa data pere
konomian serta mempersiapksn penyusunan laporan perkembang-=

an perekcnomian ;

memberi, mendorong dan mengembangkan perekonomian mgsyara -
kat presarana perekonomian masyerskat, perusshaan Daerah,
perbankan Daerah den Lembaga Perkreditan di wileyah Kota Ad

ministratip ;

mengembgngkan, mengelola komnditi, pembinaan tata niaga ha-
8il produksi rakyat dan trayek-trayek transportasi sesuai
dengan peraturan perundengan yang berlaku ;

mendorong dan meﬁgembangkan usaha-usaha perekonomian, kegl-—
atan promosi diﬁidang pariwisata dan hasil-hasil industri
lainnya.
Bagian Keempat
Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat
< Pasal 10
Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas untuk
melakukan pembinaan terhedap usaha dan kegistan dlbldang Xe
sejahteraan Rskyat, ;
Pagsal 11
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10

Keputusan ini, Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai

fungsei :

a, mengumpulkan, mensistimatisasikan dan menganalisa data
yang berhubungean dengan bidang agama, kebersihan dan ke—
sehatan masyarskat, penderita cacat, tunskarya, tuna su-
sila, tuna wisma, panti asuhan, korban bencana alam dan
lain-lzinnya 3

b, mempersiapkan penyusunan program pembinaan kesejahteraan
rakyat ;

¢+ mempersiapkan bshan-bshan dan saran-saran dslam rangka
pemberian perizinan terhadap pertunjukan-pertunjukan pa-
sar malem, perlombaan, kegiatan sosigl lainnya ;

d. MEXENCENEKAN sesnoseas



de merencanakan peningke ten kegistan-kegictan dibidang agama,
Pendidikan dan kebudayaan, kesehstan masyarakat seperti ke
rukunan hidup beragama, penyakit menular, pengawasan rumah
Sakit, keluarga berencana den gizl makanan rakyat ;

8+« mempersiapken bshan-bshan kegiatan dalam rangka pembinaan

keseragsian lingkungan hidup dan kelestarian alam,

2 Bsgian Kelima

Sub Bagian Administrasi Umum
Pasal 12

Sub Bzgian administrasi Umum mempunyai tugas melakukan
ketata usahaan umum, pembinaan kearsipan, urusan perlengkapan
dan rumah tengga serta hubungen masyarakat dan protoknl.,

Pasal 13
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 12
Keputusan ini, Sub Bagian Umum mempunysi fungsi :

‘a. menyelenggarakan segala kegictan yang'menyangkut urusan ta
ta usaha dan pembinaan kearsipan ; ¥

N

be. menyelenggarakan urusan rumah tangga kantor ;

c, melgkscnakan urusan dan kegiatan keamanan kedalam terhadap
personil, materiil dan informasi ;

d. mengadakan hubungan dengan Lembsga resmi dan masyarakat da
lam rangka tukar menukar pemberian informasi ;

e. melakukan urusan protokol,

Bagian Keenam
Sub Becgian Hukum dan Kepegawaian
Pasal 14
Sub Bagien Hukum den Kepegaweiun mempunyai tugas untuk
melaksangkan koordinasi dan pembinaan hulkum, pembinaan organi

sasi dan tntilaksana certa meldkoanakan pangelolaan kepegawal
aNe 5

' Pasal 15

Untuk menyelenggarckan tugas tersebut pada pasal 14 Ke
putusan ini, Sub Bagian Hukum dan Kepegawsian mempunyéi fung-
gditie
a. menghimpun peraturan perundang-undangsn, melakukan dokumen

tasi hukum serta pembincan hukum ;3

bs. mengumpulkan dan mengolch data sertsg mempersiaspkan saran
dan pertimbangan dalam rangka konsep dan petunjuk pembina~
an organisasi dan tatalaksana ;

Ce MENZUMPUIKAN ecossssve
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Ce mengumpulkan dan mengoloh data serte mempersiapkan saran=
Saran mengenai petunjuk pembinsan pegawail, pengembangan
kerier dan mutesi pegewal scerto melcksansken administrasi
kepegawcian.

Bagiun Ketujuh
w Sub Bagian Keuangan
Pasal 16

Sub Bagian Keuangan mempunysi tugas untuk melckesanekan
Pengololean Keuangane

Pasal 17
Untuk menyelenggerckan tugas tersbut pada pasal 16
Keputusan ini, Sub Beogizn Keuangan mempunyai fungsi
a,., mempersiapkan bzshan=-behan dan menyusun rencana anggaran

keuangan ;

‘b. menyelenggorakan dan menyusun petunjuk=petunjuk pembinaan
tata uscha keuangan,:mengelola urusan perbendaharaan dan
pembukuan ; .

ce turut merencenckan dan mempersicpkan usaha=-usaha dalam =~
rangka meningkatkan sumber-sumber keuangane.
BAB IV
TATA-KER JA
Pasal 18

Dalam melaksanckeh tugasnya, Sekretaris Kota Adminis-
tratip dan Kepsls Sub Begian wajib meleksenaken prinsip koor
dinasi, integresi dan sinkronisasi. .

Pzsal 19

. Pimpinsn setigp setuan organisasi dalam lingkungan Sg
kretariat Kotas Administratip bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasiken bawghannya mcsing-masing dan memberikan
bimbingen sertc petunjuk—petunjuk bagi pelaksanaan tugas ma-
ging-masing.

Pzgal 20

(1) Setiap Pimpinen orgenisasi wejib mengikuti dan mematuhi

. petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasaldnya
masing~masing serta menyampaikan laporan tepat pada wak-
tunya ;

(2) Setiap eavsassew
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(2) Setiap laporan yong diterima oleh Pimpinan patuan Organi-
gae8i dari bawahon wejib dioloh dan dipergunakon gebagal
bohan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberi =
kan petunjuk kepada bawshannya.

o\ Pasal 21

Para Kepala Sub Bagien menyeampaikan lapnran pada waktu
nya kepada Sekretaris Kota Administratip den Sckrcterioc Kota
Adminiotrotip mcnyusun laporan borkala Sekretariat Kota Admi-
nistratipe.

Pasal 22

Dalam menyempaikan laporan kepada atasan, tembusan di-
sampaikan pula kepada satuan nrganisasi lainnya, yang secara
fungsionel mempunyei hubungen kerjae

Pasal 23

Bagan Susunan Orgﬂnisasi Sekretariat Kota Administra -
tip Purwokerto scbagcimgne terlcmpir, yang merupakan bagian
tidak terpisshkan dari Keputusan ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN=-LAIN
Pasal 24

Jenjang Jabctan dan Kepangkeatan gserta susunsn kepega-
waisn diatur kemudien sesuai dengan persturan perundang-un -
dangan yang berlaku. <

Pasal 25
Apabila Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan
Tatakerja Sekretariat Kote Administrcvlp telah ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri, meka Keputusan ini skan disesuai-
kan dengan peraturan perundeng=undangen yang berlaku.
BAB VI '

PENUTUEP
Pasal 26

- Hal-hal ysng belum diatur dalam keputusan ini, akan
diatur kemudian.

Paﬂﬁl 27 [ BB A B R L




Pasal 27

Keputusen ini mulei berlaku sejek tanggel ditetapkan.,

55

Dhtetapkan di : Semara nge
¢+ 14 Desember 1982
%‘A DAERAH TINGKAT L

&' TERNGAH

. . X Ca e/l
Wy 23 S y LN
¥ EE0n B\ G
coLINAN : Surat Keputusan ini di- AIFOEPRPARDJIO

10.
1‘]9
12,

sampaikan kepada Yth. 3
lienteri Dalem Negeri di Jakerta ;
Mepnteri Negara Penertiba n‘,“‘paratu.r Hegara di Jekarta ;
Sekretaris Yendral, para Direktur Jendral dan Inspektur
Jendrol Depsartemen Dalam ¥egeri di Jakarta ;
Muspide Tingkat I Jawa Tengah ;
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daereh Tingkat I Jawa -
Y'engah ;
Sekretarie Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

. Ketus BAPPEDA, BKPMD dan Kepala ITWILPROP, BP-7, Propinsi

Daeral Tingkat I Jawa Tengah ;
Para Pembantu Gubernur Jeswa Tengch se Jawa Tengah ;

’
Sempe Kepale KANWIL Departemen dan Non Departemen di Jawa-
Tengah j

Pars Asisten Sekwilda Tingkat I Jaws Tcugah ;

Para Lupati/Walikotamadya KDH., Tingkat II se Jawa Tengah ;

?
Para Zepaia Biro/Dinass/Patuan Khusus Propinsi Deereh Ting-
kat I Jawa Tengah ;

Pertinggald




